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PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KOTA PEKANBARU
(Studi Kasus di Kecamatan Tampan)

ABSTRAK

Tri Ronaldo

Kata Kunci i Pelaksanaan Penertiban, Pedagang Kaki Lima (PKL), Satuan
Polisi Pamong'Praja (Satpol-PP)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan
penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan, dan untuk mengetahui faktor penghambat
dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan. Indikator penilaiannya
meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur. birokrasi. Tipe
penelitian yang berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Pekanbaru init adalah penelitian gabungan (kuantitatif dan kualitatif), yaitu
memprioritaskan daftar kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan data,
dan data yang diperoleh dijadikan data primer penelitian untuk menganalisis
tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat dua kelompok populasi dan
sampel dalam penelitian ini, yaitu pihak Satpol PP dan PKL. Besaran sampel yang
ditetapkan untuk kedua kelompok tersebut adalah'54 orang dari pihak Satpol PP,
dan 30 orang dari PKL. Dua teknik/sampling yang ditetapkan adalah teknik teknik
sensus dan teknik purposive sampling. Jenis dan teknik pengumpulan data yang
digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan teknik kuesioner dan
wawancara, data sekunder dengan teknik observasi dan-dokumentasi. Sementara
teknik analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban
Pedagang Kaki Lima oleh . Satuan Palisi\Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Pekanbaru di Kecamatan Tampan adalah cukup terlaksana. Faktor penghambat
pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan adalah masalah sosialisasi dan
tidak adanya pemberitahuan secara menyeluruh dalam bentuk rambu larangan.
Kemudian kompetensi personil dalam melakukan penertiban yang sering dengan
kekerasan atau pemaksaan, serta sikap personil yang suka memaksa jika tidak ada
titik temu dengan para PKL. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah
menandai lokasi yang dilarang bagi PKL, tidak melakukan pemaksaan ketika
penertiban, dan adanya negosiasi dan mediasi berupa win-win solution.

XV



IMPLEMENTATION OF COTROLLING STREET VENDORS BY THE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) OF
PEKANBARU CITY
(Case Studi in Tampan District)

ABSTRACT

Tri Ronaldo

Keywords - Enforcement, Street VVendors (PKL), Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP)

This study aims to determine and analyze the Implementation of
controlling street vendors by Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru
City in Tampan District, and to determine the inhibiting factors in the
implementation of controlling street vendors by Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Pekanbaru City in Tampan District. The assessment indicators include
communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The type of
research located in Satuan Polisi Pamong Praja (Satpel.PP) Pekanbaru City is a
combined research (quantitative and qualitative), which prioritizes a list of
questionnaires and interviews as a data collection tool, and the data obtained are
used as primary research data to analyze research objectives at the location.
researched. There are two groups of population and samples in this study, namely
the Satpol PP and PKL. The sample size set for the two groups was 54 people
from the Satpol PP, and /30~people from street vendors. The two sampling
techniques used are the census technique~and' the purposive sampling technique.
The types and techniques of data collection used consisted of, primary data
collected by questionnaire and interview techniques, secondary data by
observation and ‘documentation techniques. While the-data analysis technique
used is descriptive statistical method. Based on the results of the study, it can be
concluded that the implementation of controlling street vendors by Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) .of Pekanbaru City in Tampan District is quite
implemented. The inhibiting factor. for.the enforcement of street vendors by
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol"PP) of Pekanbaru City in Tampan District is
the problem of socialization and the absence of comprehensive notification in the
form of prohibition signs. Then the competence of personnel in carrying out
enforcement which is often by force or coercion, as well as the attitude of
personnel who like to force if there is no meeting point with street vendors.
Recommendations that need to be considered are marking locations that are
prohibited for street vendors, not using coercion when controlling, and negotiating
and mediating in the form of a win-win solution

XVi
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untuk masyarakat karena diasu

asyarakat adalah pihak yang pasif,
kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.”
Lebih lanjut Hicks dan Gullet dalam Hamim (2016:27) mengatakan bahwa “Teori
adminsitratif merupakan suatu kumpulan orientasi yang normatif yang
menghubungkan penyusunan suatu adminsitrasi. Pendekatan ini secara umum

dikenal sebagai ‘prinsip manajemen’.”
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Manajemen tidak dapat dilepaskan dari organisasi, karena yang

menjalankan prinsip manajemen adalah organisasi. Menurut Hasibuan

(2014:120), bahwa “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal,

atas, bahwa dalam
organisasi, dan manajemen. Termasuk aspek administrasi yang dilaksanakan
organisasi publik atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.
Tentunya Satpol PP Pekanbaru menjalankan prinsip manajemen dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, karena ada perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun, permasalahan pasti
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selalu ada, termasuk permasalahan yang terkait dengan Satpol PP Kota
Pekanbaru.

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang pelik

1enjadikan Kota
1liki Pemerintah

yaitu Kebersiha Bi dan Ke an.\ Pem Kota Pekanbaru

enggan untuk menempati pasar alternatif tersebut.

Menurut Budi Harsono (2003; 03) menjelaskan bahwa kebijakan
dipandang sebagai perangkat-perangkat norma-norma sosial yang ditetapkan
untuk memberi arah pelaku sistem. Kebijakan harus memperlihatkan faktor
demografi dan kependudukan dengan segala akibatnya pada strategi

pembangunan yang berbeda-beda. Kebijakan harus membangun sumber yang
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diperlukan untuk kebutuhan sektor penduduk yang seragam akan membutuhkan
infrastruktur yang berbeda. Oleh karena itu tujuan pokok dari setiap kebijakan

adalah menyediakan infrastruktur pada umumnya dan media serta khususnya yang

1gerti karena
para PKL erup 1 i m am menjalankan
al. Kegiatan
sektor informa anya bet y AN erbatas ruang dan
waktunya. enjadikan PKL
untuk mela
ang para pelaku

a pelaku sektor

informal lainnya @ yela e ormal. Keterbatasan

pada kerusakan lingkungan. Berbagai hal yang serba terbatas membuat sektor
informal menjadi rentan terhadap kegiatan yang berpotensi untuk mengganggu
kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini menjadi tantangan yang menarik
untuk dapat mewujudkan praktek kegiatan/ usaha yang berwawasan lingkungan.

Fenomena PKL dan masalah-masalah yang ditimbulkan PKL seperti yang

telah diuraikan di atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah daerah
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untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib, walaupun pemerintah
daerah telah membuat kebijakan Peraturan untuk melarang keberadaan PKL,

faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Sebagaimana diketahui Satuan

penertiban terhadap

ari 2020 di

@

dilihat pada

AN ‘gg-;

Tabel I.1 ' di Pekanbaru
2 o
No. @ [N ..‘i alan/L _' Tahun
! it Ray =T SR - -
2 apulut | Diponegora = 1
3 yan fin Ahmad 2 1
4 ' Seka ka ; v -
' s lr ] 13 ’ 1
pang Mall 5K A el -
5 T£ 0 D ;" 2
6 — -
7 > :
8 | Rumbai ey - -
9 | Sail 2 1
10 | Senapelan 1 -
11 | Sukajadi 1 -
12 | Bina Widya/Tampan 5 3
13 | Tuah Madani - - -
14 | Tenayan Raya Hangtuah 2 1
15 | Kulim - - -
Jumlah 22 10

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, hanya 22 kasus PKL yang
ditertibkan oleh Satpol PP Pekanbaru selama Tahun 2020, dan menurun menjadi
11 kasus pada Tahun 2021. Padahal para PKL masih sangat banyak di ruas-ruas

jalan Kota Pekanbaru, baik itu dipinggir jalan maupaun di bahu jalan. Tentunya
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kondisi tersebut dapat menimbulkan kemacetan jalan dan menganggu pengguna

jalan. Kondisi tersebut terjadi berbagai ruas jalan seperti tabel tersebut di atas, dan

berbagai jalan lainnya seperti Jalan Teratai Kecamatan Sukajadi, di Jalan

berikut.
Tabel .2 : Data Penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Pekanbaru di Kecamatan
Tampan (di Jalan HR. Soebrantas) Tahun 2021
No. Tanggal Pemilik Jenis Barang Jumlah Bukti
Penertiban Penertiban
1 |28/01/2021 Pedagang Durian Durian, Duku, 8 Buah
dan Duku Becak
2 101/02/2021 Pedagang Makanan | Meja 2 Pcs
3 110/04/2021 Pedagang Durian Meja, Terpal, 2 Pcs, 1 Pcs, 1
dan Duku Mobil Unit

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru, 2021
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Melalui keterangan tabel 1.2 tersebut, bahwa terjadi penertiban paksa
terhadap pedagang kali lima (PKL) di Jalan HR. Soebrantas, yaitu terhadap

pedagang durian dan makanan. Satuan Pamong Praja (Satpol PP) merupakan

ﬁg “;,3 dibawah dan
aris Daerah.

Menurut Peraturan Walike baru Nomor 85 Tahun 2013 tentang
perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan Tugas Satpol PP mempunyai
fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA,

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat
serta Perlindungan masyarakat;



N

Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala
Daerah

Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat
Pelaksanaanwkoordinasi Peraturan Daeah, dan Peraturan Kepala
Daerah’  Penyelenggaraan Ketestiban Umum. dan Ketentraman
Masyarakat dengan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya

Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam = melaksanakan™ Tugas dan_Fungsi/{Tupoksi) Satpol PP juga

mempunyal wewenang sebagai berikut:

a.

Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga
masyarakat, Aparatur/Badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah

Menindak warga/masyarakat, Aparatur atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas dan. penyelenggaraan
perlindungan masyarakat

Melakuan  tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan
daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Melakukan tindakan' administrative  terhadap..warga masyarakat,
aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau
Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Tupoksi dan wewenang Satpol PP tersebut di atas, bahwa

penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) termasuk ke dalam wewenang Satpol PP.

Dimana bagian Satpol PP yang bertanggung jawab dalam penertiban PKL antara

lain:

)
2)
3)

4)

Kasatpol PP menetapkan dan memerintahkan kegiatan operasional
penertiban dan pengamanan

Kabid OKM menyusun waktu, tempat dan personil dalam penertiban
dan pengamanan

Kasi KUKM melakukan dan memberikan arahan tentang kegiatan
yang sudah disusun oleh Kabid OKM

Danton/Danru  melakukan dukungan kegiatan teknis operasional
dalam penertiban maupun pengamanan



5)

Personil Satpol PP melaksanakan kegiatan operasional penertiban dan
pengaman.

Kemudian Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Pekanbaru.dalam melakukan penertiban PKl. adalah:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Kasatpol PP memberitahukan kepada pedagang kaki lima yang akan
ditertibkan dengan memberikan surat peringatan dalam jangka waktu
1 hari

Kasatpol PP memerintahKan ‘Kabid, OKM melakukan perencanaan
operasi penertiban pedagang kaki lima,'dan menyusun jadwal dan rute
penertiban pedagang kaki lima dalam jangka waktu 1 hari.

Kabid OKM memerintahkan Kasi KUKM untuk melaksanakan
penertiban perintah pelaksana dalam waktu 5 menit.

Kasatpol PP mengeluarkan surat perintah penertiban dalam waktu 15
menit

Kasi KUKM mempersiapkan personil dan kendaraan guna penunjang
personil satpol PP melakukan penertiban dalam waktu 10 menit.
Pimpinan pleton atau regu memberikan arahan kepada personil yang
akan melakukan penertiban dalam waktu 10 menit.

Personil Satpol PP.melakukan penertiban pedagang kaki lima sesuai
peraturan dan perundangan yang berlaku dengan didasarkan surat
perintah tugas, surat peringatan, surat panggilan dan surat pernyataan.
Dimana penertiban tersebut dilakukan selama 2 jam.

Danton melakukan- negosiasi’ dan niemberikan. pemahaman kepada
pedagang kaki lima tersebut dan melakukan mediasi yang dianggap
dapat menjembatani upaya penertiban dalam waktu 10 menit.

Personil Satpol PP melakukan tindakan atau upaya paksa jika
negosiasi dan mediasi gagal.

Jadi sebelum dilakukannya penertiban PKL, maka diberikan peringatan

terlebih dahulu dengan cara menyurati seluruh PKL di wilayah dampak

penertiban, kemudian sesuai tenggat surat barulah dilakukan penertiban kepada

seluruh PKL. Penertiban di daerah HR. Subrantas dilakukan karena banyaknya

keberadaan pedagang yang sudah jelas melanggar aturan berlaku, mengganggu

keindahan kota dan memicu kemacetan. Aktivitas PKL di sepanjang Jalan

Soebrantas juga turut menyumbang sampah. Bahkan, sebagian besar sampah
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dibuang di saluran pembuangan air, sehingga terjadi penyumbatan dan
mengakibatkan banjir.

Berdasarkan hasil survey penulis di lapangan, diketahui dari data yang

penertiban terhadap pedagang kak

pedagang kaki lima tidak jera juga

untuk berjualan di tepi jalan hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas
terdapat didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang
Ketertiban.

Berdasarkan wuraian di atas, tersebut penulis menemukan beberapa

fenomena yang terjadi yaitu:
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Kurang terlaksananya komunikasi yang dilaksanakan Satpol PP Kota
Pekanbaru kepada PKL. Hal itu diketahui dari selalu adanya PKL yang

melanggar walaupun telah ditertibkan. Padahal dilakukan patroli dengan

)S orang yang

tu oleh PPNS

orang dan ppns

AN

n yang dipakai

il dalmas.

bl S £ 1

Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru belum optimal, karena adanya
kekurangan dalam hal komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

Berdasarkan beberapa permasalahan dan fenomena penelitian tersebut di

atas, maka penulis menduga bahwa penertiban PKL oleh Satpol PP Kota

Pekanbaru masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu,

penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang “Pelaksanaan Penertiban Pedagang
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Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi

Kasus di Kecamatan Tampan).”

"~
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Pekanbaru di Kecamatan Tampan.

2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban
Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan.
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2. Kegunaan Penelitian
Selanjutnya manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:
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BAB 11

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

tujuan.” Me Hicks dan ; n-k 16:27), bahwa
“Teori ng normatif yang
mengh 1 secara umum
dikenal menunjukkan

stabilitas, dan

mengetik, agenda, dan sebag yang bersifat teknis ketatausahaan
(clericalwork).”

Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial, defenisinya
tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan korepondensi. Administrasi dalam arti
luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia

didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah

disepakati sebelumnya. Berhubung objek studi ilmu administrasi adalah

14



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

15

manusia yang beraktifitas dalam organisasi, maka rumusan defenisinya selalu

diwarnai oleh spesifikasi dari faktor manusia itu sendiri. Spesifikasi tersebut

dapat ditinjau dari aspek fisik dan fisikis serta potensi manusia sebagai

sebelumnya,

a administrasi

administrasi adalah
pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan
bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu juga diungkapkan oleh
Sondang P. Siagian (dalam Affifudin, 2010; 5) administrasi adalah
keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan- keputusan yang telah diambil

dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia

atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada
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intinya administrasi merapakan suatu proses kerja sama, seperti yang
diungkapkan oleh Waldo bahwa administrasi adalah kegiatan kerjasama

secara rasional dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokkan kegiatan

danya sejumlah

rus dilaksanakan

ditetapkan sebelumnya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Administrasi merupakan proses
kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih manusia dengan
menggunakan akal sehat dalam menentukan tindakan dan sikap dalam rangka
mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Administrasi sebagai objek

srudi Ilmu Administrasi merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam
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masyarakat modern sebagian kegiatan- kegiatan warganya dilakukan dalam
organisasi. Dengan demikian eksistensi administrasi berkaitan erat dengan

organisasi.

finisikan administrasi
“Vypnaeett .00 )
g ditetapkan

aan  kebijakan-
ik-teknik yang

aksud terhadap

2) Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah
maupun swasta

3) Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam
melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.
Setiap kegiatan administrasi yang dilakukan, pasi memiliki tujuan

(goal) yang telah dipakati secara kelompok yang kemudian dijadikan sebagai
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dasar beraktifitas sehingga aktivitas-aktivitas tersebut dalam satu garis dan
aluryang searah. Administrasi menentukan kemana arah dan tujuan

organisasi. Administrasi sangat penting dalam menentukan dan mengatur

saja.”

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat
meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara
sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri
setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau
serangkaian sasaran (Rivai’l, 2012; 169-170) dari batasan tersebut ditarik

kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau sistem saling
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mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk
mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga sebagai tat hubungan social, dalam

hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam

pun sudah barang tentu
pemerintahan, yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan
ruanglingkup Negara. Oleh karena itu Pemerintahan mempunyai kewenangan
yang sah (terlegitimasi) dibidang politik, administrasi, pembangunan dan

hukum secara terlembaga, sehingga mempunyai kewajiban melindungi

warganya, dan melayani kebutuhannya, sebaliknya berhak pula memungut
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pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi

penegakkan peraturan. (Syafiie, 2002;30-31).

Menurut Chester (dalam Syafiee, 2002;52) Organisasi adalah sebagai

Menurut John D.Millet ( dalam Syafiie, 2002;51) Organisasi adalah
sebagai  kerangka  struktur  dimana  pekerjaan  dari  beberapa
orangdiselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Jadi dapat
ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu bentuk perkumpulan

dimana didalamnya terdapat dua atau lebih manusia yang memiliki komitmen
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yang sama dan pemikiran yang sama guna untuk mencapai tujuan bersama
secara efektif dan efisien.

Organisasi yang efektif dapat didefinisikan sebagai kelompok dari

2009; 71)

(dalam Thoha,

ok kerja sama

seorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya
tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi mereka dibatasi
oleh peraturan-peraturan tertentu.

3) Organisasi merupakan suatu kumpulan tata ruang yang bisa
membedakan  suatu  organisasi dengan  kumpulan-kumpulan

kemasyarakatan
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4) Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur

yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian

kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Istilah lain dari

menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama.
Organisasi menurut Siagian (2010:6), mengemukakan bahwa

“Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang

bekerja bersama serta secara formal terikat dalamrangka pencapaian suatu

tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa
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orang yang disebut atasan dan seorang/ sekelompok orang yang disebut
bawahan.”

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi

¢

e
<&
pra
v’

c. Bentuk Organisasi Garis dan Staf
Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar,
daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang
beraneka ragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak. Pada

bentuk organisasi garis dan staf, terdapat satu atau lebih tenaga staf.
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d. Bentuk Organisasi Staf dan Fungsional

Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari

bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf.

Manajemen menurut Hasibuan (2007:1) mengemukakan, bahwa
“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumbersumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai
suatu tujuan tertentu.”

Manajemen dengan penggunaan sumber-sumber menjadi efisien (low

waste) dan pencapaian tujuan menjadi efektif (high attainment). Karena
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masyarakat tidak lepas dari kerjasama dan kerjasama membutuhkan

manajemen, maka kegiatan masyarakat yang selalu ada pada tiap waktu

dalam banyak kegiatan pencapaian tujuan adalah kegiatan manajemen.

sebagai anatomi dari pada administrasi sedangkan menajemen sebagai
physikologinya. Organisasi menunjukkan struktur dari pada administrasi
sedangkan menajemen menunjukkan fungsinya. Keduanya saling bergantung
dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain dalam suatu ikatan

yang jalin menjalin.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

26

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan metoda

atau cara dalam mengatur dan mengelola sebuah organisasi yang di dalamnya

terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan.

Sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2016:135),
mengatakan bahwa “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya
terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-
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kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-

pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata

dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan faktor komunikasi,
yaitu: transmisi (penyaluran komunikasi), kejelasan dan konsistensi.

2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan diteruskan dengan cermat, jelas
dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber
yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi

cenderung tidak efektif. Sumber-sumber tersebut meliputi : staf yang



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

28

memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan
tugastugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan

untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan

maka proses

sulit. Untuk

berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur
organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran laporan
perintah dan penyampaian.

5. Konsep Penertiban

Penertiban berasal dari kata tertib yang menurut Pius Abdillah dan

Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan
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terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan. (2002; 575) penertiban

merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu Negara atau

daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih
rinci mengenai variable penelitian beserta indiKator-indikator yang terkait dalam
penelitian. Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar II.1 di bawah

ini:
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Gambar II.1. Kerangka Pikir tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki
Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru
(Studi di Kecamatan Tampan)

Administrasi

dalam pengunaan konsep-konsep a menghilangkan salah pengertian dari
istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas
tentang konsep yang akan dioperasionalkan dilapangan sebagaimana yang penulis
maksudkan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang teliti, untuk lebih

jelasnya dapat dilihat konsep operasional sebagai berikut :
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1. Penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga

masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

penertiban PKL oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan SOP
Penertiban, dan adanya penyampaian laporan penertiban kepada atasan
setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan

6. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang

penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang
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dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan

bertangung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

D. Operasion

on

uraian
penelitian

Tabel 11.1

Konsep Va
1

Pelaksanaa
(Implement
merupakan t
dari proses
kebijakan se
setelah peneta
undang-undan
Implementasi

luas mempunyai
makna
pelaksanaan
undang-undang
dimana berbagai
aktor, organisasi,
prosedur dan
bekerja bersama-
sama untuk
menjalankan
kebijakan dalam
upaya untuk
meraih tujuan-
tujuan kebijakan
atau program-
program.
(Winarno, 2012:
147)

dipandang secara

tuk tabel,

. Indi ﬁl‘ﬁslﬂm a n
a}g&\l&i‘a #’?@0

atkan hasil

a n Penertiban
ja (Satpol PP)

= o Peng-
| s 1 t_o«?‘. - ukuran
2 -l = b 5
aksa - uni- | a sialisasi a. Terlaksana
rtib i ada b. Cukup
an, Terlaksana
ki Lim . Kej ksanaan {c. Kurang
!bs AN B Pl n Terlaksana
n g . Terlaksana
. Cukup
ana Terlaksana
- - an . Kurang
as yang Terlaksana
gunakan
iSposi . Sikap Petugas . Terlaksana
b. Pengawasan . Cukup
c. Tingkat kedisplinan Terlaksana
petugas . Kurang
Terlaksana
4. Struktur |a. Penertiban sesuai SOP . Terlaksana
Birokrasi |b. Penyampaian Laporan [b. Cukup
Penertiban Terlaksana
. Kurang
Terlaksana

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021




33

E. Teknik Pengukuran
Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian

ini diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu kategori Baik, Cukup Baik, dan

pol PP) Kota

berada pada

2. Cukup : : abila ha ata j sponden tentang

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

3. Kurang Terlaksana Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang
Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada

persentase antara 0%-33%.
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Sementara itu untuk mengukur masing-masing indikator penelitian
ditetapkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Terlaksana pabila hasil ra ; n responden tentang

Cukup Te ) ) : esponden tentang

pol PP) Kota

berada pada

persentase antara 0%-33%.
2. Sumber Daya

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang
Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota



Cukup Terlaksana

\\\\\\\\\“““

<

3. Disposis

Terlaksane
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Cukup Terlaksana
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Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada
persentase antara 67%-100%.

Apabila  hasil rata-rata jawaban responden

pol PP) Kota

berada pada

persentase antara 67%-100%.
Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang
Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada

persentase antara 34%-66%.
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Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata jawaban responden tentang
Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

esponden tentang
aki Lima oleh
pol PP) Kota

berada pada

o
o
o
d
:
o
.
g
J

Kurang Baik : 2 ata-rata jawaban responden tentang
Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Pekanbaru di Kecamatan Tampan berada pada

persentase antara 0%-33%.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan d baru khusunya di JI. HR. Soebrantas
serta dengan fokus penelitian pada Kantor Satpol PP. Dimana dalam menjalankan
tugasnya dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, masih banyak
permasalahan yang terjadi sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan

optimal.

37
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C. Populasi dan Sampel
Populasi menurut Sugiyono (2012; 80) adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

populasi h s populasi dan

besarnya san pada tabel di
bawah ini.

Tabel I111.1 an Penertiban

aja (Satpol PP)

No. Persentase
1 100%
2 100%
3 100%
4 100%
5 12,6%
6 38,5%
Kecamatan Tampa
Jumlah 84

Sumber : Olahan Penelitian Tahu

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun yang menjadi penarikan sampel dalam penelitian ini penulis
memilih beberapa orang yang akan dijadikan sebagai nara sumber dalam
pengumpulan data yaitu Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

dilakukan dengan menggunakan “sensus” karena jumlah populasi relatif sedikit
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dan mudahnya seluruh responden untuk dijumpai karena berada pada tempat kerja
yang sama sehingga memungkinkan untuk disensus satu persatu. Sedangkan

untuk Petugas Satpol PP dan Pedagang kaki lima di Kecamatan Tampan

tuan sampel dengan

SOt '.,.
[
bl

menggunakan te

esponden, yakni:

ai Pelaksanaan

b) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang
perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

¢) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang

Ketertiban Umum
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F. Teknik Pengumpulan Data

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui

pengamatan langsung terhadap obyek penelitian di lapangan. Alasan penulis

foto, video, arsip, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan

karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui

hasil observasi, wawancara, kuesioner dan data dokumentasi dikumpulkan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kemudian

dikelompokkan berdasarkan

masing-masing  variable

41

beserta

indikatornya. Kemudian data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dilakukan

analisa secara deskriptif, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan

teori-teori

kemudian

dihadapi.

Tahun 2020-2021

Kuissioner

. Bulan dan Minggu Ke-
No Kegiatan - -
November Mei Juli Agustus Sept.
112(3]14]1]12[3]4]1]2]3 1]12]13[4]1(2(3
1 Penyusunan
UP
Seminar UP .
Revisi UP
4 Revisi
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Tahun 2020-2021
. Bulan dan Minggu Ke-
No Kegiatan - .
November Mei Juli Agustus Sept.
121314 ([1]2]3]4]12|3[4|1]2(3[4[1]2]3
Rekomendasi
5
Survay
Survay
6
Lapangan
7 | Analisis Data
Penyusunan
2 Laporan Hasil
Penelitian
(Skripsi)
9 Konsultasi
Revisi Skripsi
Ujian
10 | Konfrehensip
Skripsi
1 Penggandaan
Skripsi

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

I.  Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Penyusun laporan usulan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika

penulisan berikut:

BAB I

BABII

PENDAHULUAN

Bab tersebut berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian.

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab tersebut menguraikan studi kepustakaan terkait konsep dan

teori

manajemen,

dan konsep

konsep

administrasi,

pelaksanaan

konsep organisasi,

(implementasi),

konsep

konsep
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penertiban, kerangka pikir, konsep operasional dan operasional
variabel, dan teknik pengukuran.

BABIII : METODE PENELITIAN

Satuan Polisi

an Kecamatan

BABV

Kecamatan Tampan.
BAB VI : PENUTUP
Bab akhir ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, dan saran

penelitian.
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BAB 1V

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Polisi Pamong Praja.

Lebih lanjut dalam Ruari (2019:4), bahwa di Jawa dan Madura
Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal
mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret
ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan

diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai 14 pembentukan

44
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Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan
dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya

an, Satpol PP
dekonsentrasi.

0. 22/1999 dan

A ELEY

Daerah. Untuk
omor 6 tahun

an bahwa Tugas

taxaa

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan
perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta
menyelenggarakan pelindungan masyarakat.” Hal tersebut menjadi dasar
hukum dibentuknya Satpol PP Kota Pekanbaru. Dimana mengenai

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan
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Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016.

2. isi'Satpol PP Kota Pekanbar

— pan dalam
ﬁ ol PP Kota
.-
=
=
S g
~ |
]
B = ‘ p Perundang-
— S
= C i
c:: ’
:I g-. ’ o
& = [
- ﬂ 1 Sumberdaya
=
i
i‘ $
wn
i o
— en elayanan Internal
2 %
i,' UmMo

nery wejsy sej

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana dalam
Pasal 3 disebutkan bahwa susunan organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru

terdiri dari:
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a. Kepala Satuan
b. Sekretaris, membawabhi:

1) Sub Bagian Umum

%

7
,.
%
A
“
=)
o
A
y
[

—

K )
¥

2) Seksi Bina Potensi Masyarakat
3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
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4. Rincian Tugas dari Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru

Berdasarkan Bab IV dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor

96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

(4)

masyarakat serta perlindungan masyarakat;
melaksanakan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan
peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara
republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah

dan/atau aparatur lainnya;
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(5) melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur
atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan

peraturan daerah dan peraturan walikota;

0)
“‘

tamu vvip

.
.
v —
' ’ enyebarluasan
o
e
&

<Nt

B

(11) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
(12) membina dan memberdayakan anggota satpol pp dalam

rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
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(13) membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar,
pedoman dan petunjuk operasional bidang satuan polisi

pamong praja dan perlindungan masyarakat;

¢
“.

¥

\ L ) “

o
e
:‘
o)
?
18

maupun tertulis;
(20) melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang
diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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b. Sekretaris
(1) menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja

kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

gai pedoman dalam

‘\n\\\‘ ™

’
‘o

saaNNNYY)
=
3

)

-«
=
o
®,
<
o
g
=
&
=

bina, merumuskan laporan

tahunan dan  evaluasi  setiap  bidang  sebagai
pertanggungjawaban;

(8) mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan,

ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya,

kendaraan dinas serta perlengkapangedung kantor;
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(9) mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman
dan petunjuk operasional bidang sandi, telekomunikasi,

rumah tangga, perlengkapan, umum dan kepegawaian,

tugas lebih lanjut;

(15) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan
maupun tertulis;

(16) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
(1) menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja

bidang penegakanperundang-undangan daerah berdasarkan

’
%

e
r
&
?
o
&
5
e

<R
-« b
-

dan petunjuk operasional bidang penegakan perundang-
undangan daerah;

(7) membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau

secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung

jawab masing-masing;



(8)

)

~
=]
o |
=
=
-
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memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau
secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;

mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar

ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk
atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan pelaksanaan operasi dan pengendalian

dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
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(3) melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan

aparat terkait dalam penegakan peraturan perundang-

undangan daerah;

secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;

(10) mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar
tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan;

(11) memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan

kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
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(12) mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan

yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan

tugas lebih lanjut;

laksa a_atasan secara lisan

) 1SS M 'o,

’
‘o

\\\“

peningkatan pengembangan sumber daya aparatur satpol
pp;
(4) menyelenggarakan peningkatan disiplin anggota satpol pp;

(5) melakukan pembinaan jasmani dan rohani anggota satpol

pp;
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(6) melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan
kemampuan jasmani (kesamaptaan) anggota satuan;

(7) mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman

<>\ \

(@
)
=
=.
o
=
=.
&
172
o
Q
=

““
r
&
’
o
&
4
o
A

tugas lebih lanjut;

(13) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan
maupun tertulis;

(14) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

(1)

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

()

(8)

menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja

bidang  penyelenggaraan  perlindungan = masyarakat

jawab masing-masing
memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau
secara lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;

mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar
tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan;
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(9) memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan
kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;

(10) mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan

2

dan

Senapelan, nama Payung Sekaki tidak dikenal banyak orang saat itu.
Perkembangan Senapelan sangat erat kaitannya dengan
perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapra. Sultan Abdul Jalil Alam
Dinsha menetap di Senapelan dan membangun istana di Kampongbukit
dekat desa Senapelan. Istana tersebut dikatakan terletak di sekitar tempat

yang sekarang menjadi Masjid Raya. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah
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berinisiatif membangun kota di Senapelan, namun tidak berkembang.
Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya

Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru, yaitu disekitar pelabuhan

ri Senapelan
ingati sebagai
apelan sudah

”, yang dalam

administrasi yaitu

0° 25" — 0° 45’

sedangkan kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Kecamatan
Pekanbaru Kota dengan luas wilayah hanya 2,26 Km?.

Secara geografis, wilayah Kota Pekanbaru memiliki posisi
strategis karena berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung
dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, Jambi, dan diapit oleh

Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan
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selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru juga dibelah oleh
Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada

ketinggian 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota tersebut termasuk

beriklim isar antara 34,1 °C -

S LSS oy '9@‘
. \3 \@3@“ AS)JISMW R{q{/ ' daerah

menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan
harapan  hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta
pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang
harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk Pekanbaru Tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa

dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk Kota Pekanbaru
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mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat
menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di

Kecamatan Sukajadiyakni 13.064,63 jiwa setiap km2, sedangkan yang

selain itu, etnis

, Jawa, Batak,

Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau. Masyarakat
Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang,
dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat
Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir
Provinsi Riau, seperti dari Selat panjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api.

Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang jugabanyak
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ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era millennium dikarenakan

perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa

Pekanbaru terdapat mesjid dan gereja. Banyaknya jamaah haji yang
berangkat ke Mekkah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun
2015, jemaah haji yang berangkat ke Mekkah berjumlah 1.116 orang

yang terdiri dari 482 laki-laki dan 534 perempuan.
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C. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog
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Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu

t, sebelah timur
sebelah barat
utara berbatasan
selatan berbatasan
meningkatnya  kegiatan
pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di
segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan
kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas
perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib

pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di
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bentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun

2016 menjadi 9 kelurahan.

1) Kelurahan Simpang Baru

Tampan Dalam

san 9 kelurahannya

c) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
d) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten = Kampar
(Sumber: BPS, Kecamatan Tampan Dalam

Angka 2019)
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Demografi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Tampan Dalam Angka

2019, diketahui bahwa jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tampan

ananakEY

Jumlah

33.634
49.601
47.868
29.801
20.024
48.711
32.862
20.877
Air Putih 24.569

Jumlah 158.195 149.752 |  307.947
Sumber: BPS, Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019

LAl )

2N

Berdasarkan data penduduk tersebut, bahwa delapan kelurahan
memiliki rasio jenis kelamin laki-laki yang lebih besar dari pada
perempuan, kecuali untuk Kelurahan Sialang Munggu. Dimana jumlah

penduduk perempuan di wilayah tersebut lebih banyak dari pada
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penduduk laki-laki. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, diperoleh

jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) di Kecamatan Tampan sebagai

berikut.
Tabel I akn h Tangga (ART)
€ 018
h ata-rata
SITAS | EAIW anyaknya
NER % ART

ng 4,02

£l 4,06

4,09

— — 4,01

=7 o 4,08

ang L ,, ::"_4 4,08

odang 11\ | 1 4,01

8 idya , 7 4,08

9 [Ai 3 ' 4 4,04

- 04 4,06

Sumbe
o, L]

M i wa rata-rata Anggota
Rumah Tangga a pan adalah 4,06 atau empat
orang. Artinya rata-rata mah tangga di wilayah Kecamatan

Tampan memiliki dua orang anak, atau terdiri dari satu orang ayah, satu
orang ibu, dan dua orang anak. Dimana rata-rata terendah ART terdapat
di wilayah Kelurahan Delima, dan tertinggi terdapat di Kelurahan Tuah

Karya.
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HASIL PENELITTIAN

A. Identitas Respon
dari kuesioner
| Satpol PP Kota
gf Berdasarkan
’- itas reponden
penelitian

oleh laki-laki,

atanang

sonil Satpol PP

(PKL) di Kota

Persentase

Laki-laki 91,25%
2 | Perempuan 7 8,75%
Jumlah 80 100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021
Diketahui dari tabel identitas responden tersebut, bahwa terdapat
tujuh responden yang berjenis kelamin perempuan atau hanya 8,75% dari

total responden penelitian (80 responden). Sebagian besar responden

68
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penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu 91,25% dari total

responden.

Usia

20,00%

36,25%

17,50%

13,75%

12,50%

100%

20% dari total responden yang memiliki rentang usia 20 — 25 Tahun, 29
responden (36,25%) memiliki rentang usia 26 — 30 Tahun, 14 responden
(17,50%) memiliki rentang usia 31 — 35 Tahun, 11 responden (13,75%)
memiliki rentang usia 36 — 40 Tahun, dan terdapat 10 responden

(12,50%) yang memiliki rentang usia di atas 40 Tahun. Dengan
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demikian, sebagian besar responden penelitian ini berusian di bawah 40

Tahun.

Pendidikan Terakhir

22,50%

73,75%

3,75%

Pendidikan terakhir responden penelitian ini hanya terdapat pada
tiga kategori pendidikan terakhir, yaitu perguruan tinggi (S1), SMA
sederajat, dan SMP sederajat. Dimana terdapat 16 orang responden
(22,50%) yang berpendidikan tinggi, 59 responden (73,75%)
berpendidikan SMA sederajat, dan 3 responden (3,75%) berpendidikan

SMP sederajat. Tidak ada responden yang tamatan atau berpendidikan
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pasca sarjana, SD sederajat, tidak tamat sekolah, apalagi yang tidak

sekolah.

or komunikasi,

koordinasi dan

pelaksanaan kegiatan pe va, dan adanya konsistensi dalam
pelaksanaannya. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner penelitian,

diperoleh hasilnya sebagai berikut.
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Tabel V.4: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di
Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Komunikasi
Menurut Personil Satpol PP Kota Pekanbaru

No. Pe n tentang S
siali
1
STTAS ISL4
a
ib
t.
n
1 gang |
1 L);di. :_
n - | 2 i
m =N =
or \
entas |
ori
Sur Prslior; 202
c
menyata

cukup terlaks

atau terlaksana seba

1

aban

b

Jumlah

50
(100%)

50
(100%)

50
0%) | (100%)

7 328

n besar responden

di Kota Pekanbaru

asi penertiban yang belum

nya. Kemudian terkait kejelasan

pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pekanbaru masih

cukup terlaksana, dan konsistensi pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki

Lima (PKL) di Pekanbaru juga masih cukup terlaksana. Secara

keseluruhan, aspek komunikasi menurut Personil Satpol PP Pekanbaru

adalah terlaksana.
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Terlaksananya aspek komunikasi didukung oleh faktor sosialisasi
penertiban dan adanya kejelasan pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol

PP Kota Pekanbaru. Sedangkan menurut para pelaku PKL di Kota

Jumlah

30
(100%)

30
(100%)

“ah

30
(100%)

i 4 Y

146

Melalui Tabel V.5, bahwa sosialisasi penertiban yang
disampaikan oleh Satpol PP Pekanbaru menurut sebagian PKL adalah
kurang terlaksana, karena sebagian PKL merasa ada yang tidak
mendapatkan surat teguran atau teguran langsung oleh Satpol PP Kota
Pekanbaru, tetapi tetap terkena penertiban oleh Satpol PP Kota

Pekanbaru.
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Kemudian sebagian besar responden menyatakan kejelasan

pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru masih cukup

terlaksana. Artinya sebagian kecil PKL merasa pelaksanaan penertiban

Satuan Polisi

si, dikatakan

man atau surat
penertiban. Surat

atpol PP, kalau
an  oleh personil
elaksanaan saya
dak bisa inisiatif
terlebih dahulu.

I perintah dari walikota.
a untuk terus menertibkan

Tanggal 22 ep

Dikatakan bahwa pihak Satpol PP Pekanbaru sudah memberikan
sosialisasi penertiban kepada PKL terlebih dahulu atau sebelum
dilakukan penertiban. Pelaksanaan penertiban PKL sudah jelas, dan
konsistensi disesuaikan dengan perintah Walikota. Artinya Satpol PP
selalu konsisten melaksanakan penertiban jika ada surat perintah

penertiban dari Walikota. Kemudian melalui hasil wawancara penelitian
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dengan Kepala Bidang (OKM) Satpol PP Kota Pekanbaru, diperoleh
bahwa:

Kalau sosialisasi biasanya ada dalam bentuk teguran berupa

satpol PP
an. Namun

e
oll
[
erd

dapat dalam SOP
o
o
o
Pl
&
' 4
o

oalkan lokasi, ada
i sudah jelas dan
dilaksanakan secara
awancara Tanggal 27

Dinyatakan bahwe Bidang (Kabid) OKM memberikan
instruksi sosialisasi kepada Kepala Seksi (Kasi) KUKM dalam bentuk
surat teguran, tetapi ada juga dalam bentuk teguran secara lisan.
Pelaksanaan penertiban diinstruksikan secara jelas dan terdapat dalam

SOP Satpol PP Kota Pekanbaru. Penertiban juga dilakukan Satpol PP

dengan konsisten sesuai perintah atasannya. Kemudian hasil wawancara
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penelitian dengan Kepala Danton/Danru Satpol PP Kota Pekanbaru,
diperoleh bahwa:

Biasanya dalam bentuk surat teguran ya, kalau sosialisasi

’ ‘5” ng ditertibkan saja
qla @ derhana tinggal
Q%“-& Q# ada tempat-

! , tapi kami

% ara Tanggal
o

Melalui beberapa vawancara tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa Satpol PP Pekanbaru sudah memberikan sosialisasi
penertiban kepada para PKL sebelum ditertibkan, tetapi hanya untuk
daerah-daerah tertentu atau daerah yang tidak sering digusur atau
ditertibkan oleh Satpol PP. Sosialisasi diberikan dalam bentuk tertulis
maupaun lisan, isi pesannya adalah teguran untuk meninggalkan lokasi

berjualan PKL. Kemudian kejelasan pelaksanaan penertiban sudah
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terdapat dalam SOP Satpol PP. Konsistensi pihak Satpol PP Kota

Pekanbaru dalam menertibkan PKL adalah selalu ditertibkannya PKL

sesuai perintah.

sosialisasi penertiban kepada PKL, tetapi tidak semua area penertiban
selalu diberikan sosialisasi berupa teguran. Sehingga para pelaku PKL
yang baru datang kemudian hari dilokasi terdampak penertiban tidak

mengetahuinya dan merasa dirugikan, karena tidak menerima teguran

dalam bentuk apapun.
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Pelaksanaan dapat terlaksana jika ada sumber dayanya, yaitu

orang yang melaksanakan, pendanaannya, maupaun fasilitas yang

dimiliki karena itu, sumber
a leh Satuan
ja-(Satpol\PP) Kota tan Tampan
\g% erti sumber dana
p g gn digunakan
da a ban kuesioner
peneliti PILI'('O rkait pelaksanaan
pe 1:1%<Et
Ta aks a oleh Satuan
olisi Pekanbaru di
cama Sumber Daya
No. n Jumlah
1
1 | Pe y - 50
mela 0 0%) (100%)
penertib
Pekanbaru
2 | Sumber dana - 31 19 50
pelaksanaan penertiban (62,00%) | (38,00%) | (100%)
PKL di Pekanbaru
3 | Fasilitas yang - 31 19 50
digunakan dalam (62,00%) | (38,00%) | (100%)
pelaksanaan penertiban
PKL di Pekanbaru
Jumlah 11 101 38
Skor 33 202 38 273
Persentase 60,67%
Kategori Cukup Terlaksana

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021
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Data dari Tabel V.6 menunjukkan bahwa sebagian besar petugas
yang melaksanan penertiban PKL di Pekanbaru cukup memadai, sumber

dana pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru juga cukup memadai

a oleh Satuan
Pekanbaru di
Sumber Daya

Jumlah
30
(26,67%) | (100%)
2 5 30
o (16,67%) | (100%)
PKL oleh Satpol PF
Pekanbaru
3 | Fasilitas yang - 23 7 30
digunakan Satpol PP (76,67%) | (23,33%) | (100%)
Pekanbaru dalam
pelaksanaan penertiban
PKL
Jumlah 0 70 20
Skor 0 140 20 160
Persentase 35,56%
Kategori Cukup Terlaksana

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021
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Diketahui bahwa tidak ada responden yang memberikan pilihan

jawaban terlaksana terkait Petugas Satpol PP yang melaksanakan

penertiban PKL di Pekanbaru, karena para PKL menganggap petugas

sebagian besar responden menyatakan bahwa fasilitas yang digunakan
dalam pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru adalah cukup memadai
atau dalam pelaksanaanya dapat dikatakan cukup terlaksana.

Rata-rata seluruh jawaban PKL untuk sumber daya pelaksanaan
penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan menurut PKL yang pernah
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ditertibkan Satpol PP Kota Pekanbaru adalah cukup terlaksana.
Sedangkan hasil wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Pekanbaru terkait aspek komunikasi, diperoleh bahwa:

wiampu melaksanakan

Mﬁ’@‘ " b "

September 202

Disebutkan bahwa tidak ada kendala terkait personil atau sumber
daya manusia Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru, khususnya yang
melaksanakan penertiban PKL. Karena para personil sudah tahu apa yang
harus dilakukannya ketika penertiban berlangsung. Mengenai dana juga
tidak ada masalah karena sudah ada anggarannya, dan untuk fasilitas

yang digunakan dalam pelaksanaan penertiban masih memadai.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

82

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi KUKM Satpol PP
Kota Pekanbaru, bahwa:

Kalau khusus kegiatan penertiban PKL itu sudah terlatih, jadi
tidak q_kendala untuk penertib dan Danton juga sudah

2005 1 ah jumlah juga sudah
baru. Kalau

manusia amggpta

adalah terlatih,

berikut:
Semuanya mengik n, tidak ada masalah soal sumber
daya penertiban. Kalau dana saya tidak tahu, kami hanya
melakukan operasi. Kalau fasilitas yang digunakan sudah baik,
dan dapat berfungsi (Hasil Wawancara Tanggal 28 September
2021)
Dikatakan bahwa tidak ada masalah dengan sumber daya yang

melaksanakan penertiban, karena semuanya mengikuti arahan dengan

baik dan benar. Sedangkan masalah sumber dana tidak diketahui dan
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masalah fasilitas yang digunakan dalam penertiban sudah baik atau tidak
ada kendala.

Melalui beberapa hasil wawancara tersebut di atas, dapat

ds >madai, sumber dana,

‘ ‘!““‘ .Qa i, Lima oleh

terlaksana, itu karena ada sebagian PKL yang tidak terima dengan
perlakuan Satpol PP Kota Pekanbaru. Sehingga jawaban yang diberikan

oleh PKL hanya cukup terlaksana.

Disposisi
Disposisi  berkaitan dengan sikap para pelaksana dalam

melaksanakan suatu perintah, kebijakan, atau suatu program. Disposisi
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dalam penelitian ini berkaitan dengan sikap petugas dalam melaksanakan
penertiban PKL di Pekanbaru, pengawasan terhadap Satpol PP ketika
melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru, dan tingkat kedisiplinan

iban PKL di Kota

Sl LTSS e 'o,

f—‘?

"
r

on
Y

a oleh Satuan
Pekanbaru di
posisi Menurut

Jumlah

‘ﬂ\\\‘“%\”‘%\.

50
(100%)

50
(100%)

penertiban PKL
Pekanbaru
3 | Tingkat kedisiplinan 11 39 - 50
petugas Satpol PP (22,00%) | (78,00%) (100%)
dalam pelaksanaan
penertiban PKL di
Pekanbaru
Jumlah 23 127 0
Skor 69 254 0 323
Persentase 71,78%
Kategori Terlaksana

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2021
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Sebagaimana Tabel V.8, bahwa pertanyaan tentang sikap petugas

dalam melaksanakan penertiban PKL adalah cukup baik sebagaimana

harusnya atau dalam pelaksanaannya dapat dikatakan cukup terlaksana.

Tabel V.9:

Sedangkan

PP dalam

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di
Kecamatan Tampan ditinjau dari Aspek Disposisi Menurut

PKL di Kota Pekanbaru
No. Pertanyaan tentang Skor Jawaban Jumlah
3 2 1
1 | Sikap petugas Satpol PP - 10 20 30
dalam melaksanakan (33,33%) | (66,67%) | (100%)
penertiban PKL
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jawaban cukup terlaksana“d

No. Pertanyaan tentang Skor Jawaban Jumlah
2 1
2 | Pengawasan terhadap 22 8 30
Satpol PP ketika (73,33%) | (26,67%) | (100%)
melaksanakan

30
(100%)

ang terlaksana. Dimana sebagian besar

responden para PKL menyatakan bahwa pengawasan terhadap Satpol PP

ketika melaksanakan penertiban PKL di Pekanbaru sudah cukup

terlaksana.

Pertanyaan tentang tingkat kedisiplinan petugas Satpol PP

Pekanbaru menurut PKL juga memperoleh jawaban cukup terlaksana dan

kurang terlaksana. Dimana sebagian besar responden menyatakan bahwa
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tingkat kedisiplinan petugas Satpol PP Pekanbaru adalah cukup atau
dalam pelaksanaanya cukup terlaksana.

Rata-rata seluruh jawaban untuk disposisi dalam pelaksanaan

dari personil
ilau pengawasan
personil tetap
an, nanti disitu
libatkan pihak
lau disiplin itu
setiap personil

lakukan dengan Kepala Bidang (OKM) Satpol PP Kota Pekanbaru,
diperoleh bahwa:

Paling tahunya itu kalau ada laporan mengenai kendala-kendala
di lapangan oleh Kasi seperti ada PKL yang tidak terima
ditertibkan, seperti marah-marah dan memberikan perlawanan
kepada petugas. Kalau pengawasan itu sudah pasti, karena ada
SOP-nya dan ada juga pelaporannya, penertiban juga melibatkan
pihak kepolisian. Kalau kedisiplinan pasti, di semua instansi
termasuk swasta itu ada aturannya dan harus dipatuhi kalau
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tidak ada sanksinya, tujuannya itu kan agar disiplin (Hasil
Wawancara Tanggal 24 September 2021)

Dikatakan bahwa keluhan masyarakat diketahui melalui kendala-

kendala yang®dilaporkan oleh Kasi K keapda Kabid OKM.

ah ﬂ SOP, dan ada

di lapangan. Kalau
siplin. Mau tidak
ng ringan sampai
ember 2021)

dapat diatasi dengan SO nya laporan. Rata-rata personil Satpol
PP Kota Pekanbaru adalah disiplin dalam menertibkan PKL. Selanjutnya
hasil wawancara dengan Kepala Danton/Danru Satpol PP Kota
Pekanbaru, diperoleh bahwa:
Keluhan itu ada, tapi kami hanya menjalankan tugas, dan semua
dilaksanakan sesuai SOP. Kami melakukan operasi diampingi
oleh polisi, kalau kami macam-macam kan ada polisi, dan kami

juga memberikan laporan ke atasan, dan itu kan diliput juga oleh
media. Kalau tingkat disiplin kami berusaha disiplin, kalau yang
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melanggar pasti kena sanksi, yang melanggar itu paling satu dua
orang (Hasil Wawancara Tanggal 28 September 2021)

Dikatakan bahwa terdapat keluhan masyarakat terkait sikap

Satpol PP, tetapi penertiban sesuai perintah

1 Kota

1i atas, dapat
ngar keluhan dari
PKL di Kota

melaksanakan

juga disaksikan para awa ecara keseluruhan rata-rata tingkat
kedisiplinan Satpol PP sudah baik, karena adanya aturan dan sanksi bagi
personil yang melanggar.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, diketahui
bahwa pengawasan dan tingkat kedisiplinan Satpol PP sudah terlaksana

karena adanya para Danton/Danru yang mengawasi personil Satpol PP,

serta adanya laporan yang disampaikan kepada Kasi KUKM oleh para
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Danton/Danru. Namun masyarakat merasa kurangnya pengawasan
karena adanya sikap petugas yang kurang terpuji, seperti penghancuran,

perampasan, bahkan kekerasan secara verbal. Sehingga masyarakat PKL

birokrasi yang baik. K birokrasi dapat menghambat
lancarnya suatu pekerjaan atau menghambatnya suatu pekerjaan oleh
berbagai alasan, dan dapat memperlambat suatu pekerjaan karena
panjangnya proses atau prosedur yang harus dilalaui. Oleh karena itu,
struktur birokrasi terkait pelaksanaan penertiban ini ditinjau dari SOP
pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru, dan penyampaian laporan

pelaksanaan penertiban PKL di Pekanbaru. Lebih jelasnya mengenai
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pelaksanaan penertiban PKL menurut personil Satpol PP Pekanbaru
adalah sebagai berikut.

Tabel V.10: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan

Jumlah

50
(100%)

50
(100%)

234

yaitu cukup terlaksana. Walaupun demikian, terdapat sebagian responden
yang menyatakan baik atau pelaksanaan SOP dan laporan penertiban
sudah terlaksana.

Rata-rata seluruh jawaban untuk struktur birokrasi dalam
pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan menurut
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personil Satpol PP Kota Pekanbaru adalah terlaksana. Selanjutnya

pelaksanan penertiban menurut PKL Kota Pekanbaru adalah sebagai

berikut.

i Lima oleh Satuan
Pekanbaru di
Birokrasi

PVasanast N

Jumlah

30
(100%)

30
(100%)

102

kurang terlaksana. Secara
keseluruhan, SOP pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru
terhadap para PKL adalah cukup terlaksana.

Pertanyaan tentang laporan pelaksanaan penertiban PKL oleh
Satpol PP Pekanbaru juga memperoleh dua kategori jawaban (cukup
terlaksana dan kurang terlaksana). Dimana sebagian besar para PKL

menyatakan bahwa laporan pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP
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Pekanbaru adalah cukup terlaksana. Sehingga rata-rata seluruh jawaban

untuk struktur birokrasi dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki

Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di

epada personil.
itu ya cuma

personil yang akan melakukan penertiban. Sedangkan masalah laporan
itu berbentuk pemberitahuan dari bawahan kepada atasan. Kemudian
melalui hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bidang (OKM) Satpol
PP Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa:
Kalau SOP itu dimulai dari perintah Kasatpol ya, baru nanti saya
perintahkan Kasi KUKM, nanti baru Kastpol mengeluarkan surat

penertiban, nanti Kasi mempersiapkan personil, dan diserahkan
kepada pimpinan pleton baik itu danton maupaun danru. Kalau
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laporan itu pasti, laporan itu ke atasan (Hasil Wawancara
Tanggal 24 September 2021)

Sebagaimana jawaban sebelumnya, bahwa SOP penertiban itu

atis dan dimulai
rtiban tidak akan
penertiban oleh
an personil dan
anti danton/danru
. Kalau laporan itu
orkan kembali kepada
September 2021)

adalah sistematis, dan berbentuk perintah komando, yaitu dari atasan ke
bawahan. Dimana pelaksanaan penertiban dapat dilaksanakan jika surat
penertiban sudah diterbitkan oleh Kastpol PP. Kasi KUKM kemudian
mempersiapkan personil dan kendaraan untuk penertiban, serta perintah
selanjutnya diserahkan kepada danton/danru untuk memberikan arahan

kepada personil Satpol PP. Mengenai laporan itu diterima Kasi KUKM
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dari Danton/Danru setelah kegiatan penertiban selesai dilasakanakan.

Sedangkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Danton/Danru

Satpol PP Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa:

Kalau yang
itu Danton,
a lisan kepada
dan  hasil

terlaksana, termasuk kendala-kendala dalam kegiatan penertiban para
PKL. Hanya saja, tidak disampaikan keluhan-keluhan masyarakat PKL
oleh Danton/Danru kepada Kasi KUKM. Karena yang sampai hanya
bentuk perlawanan oleh para PKL.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kantor

Satpol PP Kota Pekanbaru, diketahui bahwa terdapat SOP yang
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dipampang di dinding kantor Satpol PP Pekanbaru terkait SOP

Penertiban PKL di Kota Pekanbaru. Dimana SOP tersusun secara hirarki

dan sistematis.

kuesioner tersebut dan dicari rata-ratanya, sehingga diperoleh hasilnya sebagai

berikut.
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Tabel V.12: Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru

No. Indikator/Aspek Rata-rata Kategori

Komunikasi 0 Cukup Terlaksana

Pamong Praja (Satpol PP) Kota di Kecamatan Tampan adalah cukup

terlaksana.

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki
Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di
Kecamatan Tampan

Melalui hasil wawancara dan kuesioner penelitian sebelumnya, diketahui

beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima
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(PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di
Kecamatan Tampan. Dimanadari empat aspek pelaksanaan, tiga aspek masih

berkategori cukup terlaksana, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, dan aspek

disposisi.

area yang sudak n. Se : g an mengetahui
bahwasanyz: ang : arang ale ) ng terjadi tidak
demikian,
penertiban. Tentt C wanan h ! pars onil Satpol PP yang

melakukan

yaitu selalu melak an 2 an « jika tidak mampu

PKL. Selain itu, pihak media yang menyoroti keadaan tersebut akan semakin
mempersulit pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP dengan optimal di Kota
Pekanbaru.

Disposisi terkendala pada masalah sikap petugas yang menertibkan para
PKL. Mediasi atau negosisasi yang dilakukan selalu tidak menguntungkan para

PKL, sehingga para PKL ditertibkan secara paksa. Sikap tegas seperti menyita
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barang dagangan dengan paksa, dan adanya perlawanan dari PKL menyebabkan

barang dagangan menjadi rusak dan tentunya menyebabkan kerugian. Kondisi

tersebut jika sering terjadi dengan frekuensi lebih banyak tentunya dapat
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

pada cara atau kompete dalam melakukan penertiban yang
sering dengan kekerasan atau pemaksaan, serta sikap personil yang suka
memaksa jika tidak ada titik temu dengan para PKL. Berbagai hal tersebut
telah menyebabkan terjadinya perlawanan dan dapat menghambat

pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Pekanbaru.

100
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B. Saran
Melalui hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang hendak
disampaikan adalah:

1.

mengatasi para PKL yang berpindah-pindah setelah ditertibkan.
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